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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pembebanan 
Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit pada PT. BPR Artha Samudera Indonesia, 
kendala proses pembebanan Hak Tanggungan serta proses eksekusi Hak 
Tanggunga dengan kendala yang ada di PT. BPR Artha Samudera Indonesia. 
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sumber data terdiri 
dari data primer yaitu hasil dari wawancara dan data sekunder yaitu data hukum 
primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. 
Dari hasil penelitian Proses pembebanan Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit 
di PT. BPR Artha Samudera Indonesia dimulai dengan tahap pemberian kredit, 
pada tahap pemberian kredit terdapat tahap pembuatan Surat Kuasa Membebankan 
Hak Tanggungan (SKMHT), pembuatan SKMHT dimaksudkan untuk 
mempermudah pembebanan jaminan dengan APHT namun pada kenyatannya 
SKMHT juga dijadikan sebagai pengikat terhadap jaminan Hak Atas Tanah,tidak 
semua jaminan kredit ditingkatkan dari SKMHT ke APHT. Kendala yang dialami 
oleh PT. BPR Artha Samudera Indonesia dalam proses pembebanan Hak 
Tanggungan adalah Dualisme pembebanan jaminan Hak Atas Tanah, pembebanan 
Hak Tanggungan dengan SKMHT, Lamanya penerbitan sertifikaat Hak 
Tanggungan, Biaya Pembebanan Hak Tanggungan Terlalu besar, Objek Jaminan 
merupakan hak milik bersama, serta objek jaminan Hak Tanggungan tidak sesuai 
dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam hal proses eksekusi dari ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku proses eksekusi jaminan hak atas tanah hanya 
dapat dilakukan dengan sertifikat hak tanggungan dan jika hak atas tanah 
dibebankan dengan SKMHT secara otomatis tidak dapat dilaksanakan eksekusi.  
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This study aims to find out how the procedure of Burden Insurance Rights 
as a credit guarantee at PT. BPR Artha Samudera Indonesia, the loading process 
constraints Mortgage and execution process Tanggunga Rights with the constraints 
that exist in PT. BPR Artha Samudera Indonesia. The research method used is 
sociological juridical. The data source consists of primary data that is the result of 
interviews and secondary data is data of primary and secondary law. Methods of 
data collection by observation and interview. From the results of the research 
Process loading of Deposit Rights as credit guarantee in PT. BPR Artha Samudera 
Indonesia begins with the stage of credit, at this stage of the credit are 
manufacturing phase of the Power of Attorney Imposing Mortgage (SKMHT), 
manufacture SKMHT intended to facilitate the imposition of bail by APHT but in 
reality SKMHT also be used as a binder to guarantee the Right to Land, not All 
credit guarantees are upgraded from SKMHT to APHT. Constraints experienced by 
PT. BPR Artha Samudera Indonesia in the process of loading Encumbrance is 
dualism imposition of bail Landrights, loading Encumbrance with SKMHT, 
duration of publishing sertifikaat Mortgage, fee imposition of Mortgage Too big, 
Object Security is a common property, as well as security object Encumbrance not 
match With the Basic Agrarian Law. In the case of the execution of the provisions 
of the applicable legislation guarantees the execution process of land rights can only 
be done if the certificate of mortgage and land rights is charged with SKMHT 
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